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ABSTRAK 

KUR mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil. Dengan 

pembiayaan tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di 

Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Serta 

menjadikan masyarakat lebih kompetitif untuk mengembangkan usahanya. 

KUR syariah dalam perhitungan bisnis sama dengan KUR konvensional 

dengan margin 9%. Dalam KUR syariah ini menggunakan akad Murabahah, 

dimana pada awalnya mengambil keuntungan 7% menjadi 6%, meski KUR 

syariah keuntungannya sangat kecil, tetapi ada beberapa catatan yang perlu 

dikaji secara keseluruhan dan sangat penting selektifitas dan pengawasan 

dalam penyaluran KUR tersebut.  Dengan demikian, urgensi fatwa dalam 

aktifitas lembaga keuangan syariah, khusus nya perbankan syariah mejadi 

sebuah keharusan. Apalagi bila dilihat kompleksiitas permasalahan dalam 

kegiatan ekonomi dan keuangan modern saat ini, yang memerlukan 

penjelasan dari sisi syariah agar tidak bertabrakan dengan ketentuan syariah. 

Maka kehadiran fatwa akan menjadi landasan utama yang akan diikuti oleh 

pelaku bisnis keuangan yang ada di Indonesia. Karena keberadaan fatwa ialah 

untuk menghindari adanya kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi, 

segi syariah ataupun lainnya. Sehingga keberadaan transaksi di perbankan 

ysriah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan 

syariah. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh langsung dari jurnal, buku, 

artikel, hasil penelitian ekonomi maupun study literature yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan KUR 

pada BRI Syariah ada lima tahapan, yaitu: pertama, tahap sales yang dilakukan 

oleh Account Offier Micro. Kedua, tahap analisis pembiayaan. Dalam tahap 

ini BRI Syariah menggunakan analisis 5C. Pelaksanaan pembiayaan KUR 

Bank BRI syariah dan BRI syariah menggunakan akad murabahah yaitu akad 

jual beli (ba’i) antara bank dengan nasabah dan pihak bank dapat mengambil 

keuntungan dari jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah 

ditetapkan antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah. 

Kata Kunci: KUR, Murabahah, BRI Syariah.  
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ABSTRACT 

KUR develops economic activity in the real sector. With the financing 

is expected to overcome the problems in Indonesia in the economy, namely 

poverty and unemployment. As well as making the community more 

competitive to develop its business. Sharia KUR in business calculations is the 

same as conventional KUR with a margin of 9%. In this Sharia KUR using 

Murabaha contract, which initially took advantage of 7% to 6%, although the 

profit is very small Sharia KUR, but there are some notes that need to be 

reviewed as a whole and very important selectivity and supervision in the 

distribution of the KUR.  Thus, the urgency of fatwas in the activities of 

Islamic financial institutions, especially Islamic banking, becomes a necessity. 

Especially when viewed the complexity of the problems in modern economic 

and financial activities today, which requires an explanation from the side of 

Sharia in order not to collide with the provisions of Sharia. Then the presence 

of the fatwa will be the main foundation that will be followed by financial 

business people in Indonesia. Because the existence of fatwas is to avoid 

damage, whether damaged in terms of contracts, transaction terms, sharia 

terms or others. So that the existence of transactions in ysriah banking brings 

great benefits for Sharia banking customers. 

This study uses qualitative descriptive method. Data collection 

techniques are observation, interview, and documentation. Data analysis 

techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation, 

and conclusion. Primary Data is obtained directly from journals, books, 

articles, economic research results and study literature related to research. 

The results showed that the Kur financing mechanism in BRI Syariah 

there are five stages, namely: First, the sales stage conducted by Offier Micro 

Account. Second, the analysis stage of financing. In this stage BRI Syariah 

uses 5C analysis. The implementation of Bank BRI syariah and BRI syariah 

KUR financing using Murabaha contract, namely the purchase and sale 

agreement (BA'i) between the bank and the customer and the bank can take 

advantage of the sale and purchase in accordance with the agreement that has 

been established between the two parties, namely the bank and the customer. 

 

Keywords: KUR, Murabahah, BRI Syariah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata “fatwa” dalam undang-undang No 21 tahun 2008 seolah 

mengindikasikan dan menegaskaan bahwa keberadaan fatwa menjadi 

sebuah keharusan, sebagai langkah preventif terhadap masalah-masalah 

yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari. Sehingga, Bank syariah 

sebagai institusi bisnis tidak keluar dari prinsip syariah. Jika melanggar 

prinsip-prinsip syariah, maka Bank syariah secara otomatis melanggar 

undang- undang yang telah ditetapka oleh pemerintah. 

Dengan demikian keberadaan fatwa untuk mengatur aktifitas 

perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat penting, dan bahkan 

menjadi keharusan. Langkah pemerintah menggandeng Dewan Syariah 

Nasional – Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang 

berhak mengeluarkan fatwa menjadi langkah yang tepat bila dikaitkan 

dengan keragaman pendapat dan pandangan dalam hukum islam khusus 

nya fiqih muamalah.1

Menurut fatwa DSN-MUI No. 111 Tentang Fatwa murabahah 

menjelaskan bahwa akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih 

sebagai laba, yang artinya jual beli murabahah yang akumulasi harganya 

terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh 

penjual, dengan syarat keuntungan tersebut diketahui pembeli. 

Dalam fatwa DSN-MUI No 04 tahun 2000 tentang murabahah 

1 Djazuli, kaidah-kaidah Fiqih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Cet. 6 hal. 147. 
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menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 

nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dari riba. Sedangkan dalam 

praktinya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak 

nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan. Alasannya bahwa 

bank syariah dalam jual beli murabahah menggunakan tiga konsep 

kepercayaan, kebersamaan dan analisis kapasitas bayar. Dalam konsep 

kepercayaan bank memberlakukan agunan sebagai jaminan barang yang 

diberikan. 

Undang-undang RI NO. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 

ayat 2) Menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simapan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Banyak 

orang yang memanfaatkan bank untuk melakukan pinjaman atau dalam 

syariah fasilitas tersebut menggunakan akad yang sesuai syariah dengan 

istilah pembiayaan. Bank syariah merupakan bank atau lembaga perbankan 

yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Qur’an dan 

hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.2 Setiap tahunnya bank 

syariah terus mengalami perkembangan. Perkembangan bank syariah dari 

tahun ke tahun dan terus meningkat. Dari segi kinerja, perbankan syariah 

masih berada dibawah kinerja bank konvensional.3 

Selain sektor perbankan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

juga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena sektor 

ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan 

bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak 

2 Andi soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (jakarta: kencana, 2001) hal. 

61 
3 Adiwarman A. Karim, outlook 2017, Karim consultating, hal. 6 diakses pada 

tanggal 17 Juni 2020 dari: http://karimconsulting.com/publikasi/nuku/ 

http://karimconsulting.com/publikasi/nuku/
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dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak 

ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UKM juga 

menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya 

manusia yang rendah, dan kurang cakapnya penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi,4 dan permasalahan yang paling sering ditemui adalah 

keterbatasan modal kerja. 

Khususnya bank syariah di Indonesia yang dibutuhkan umat islam, 

sebagai lembaga keuangan memiliki peranan besar dalam mengembangkan 

UMKM yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan 

produk perbankan syariah dan salah satu bentuk peran perbankan dalam 

pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi disuatu negara sangat bergantung kepada 

perkembangan dinamis dan kontribusi yang nyata dari sektor perbankan. 

Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran 

nyata bahwa peran sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor 

perbankan terpuruk, perekonomian nasiaonal juga ikut terpuruk. Demikian 

sebaliknya, ketika perekonomian nasional mengalami stagnasi, sektor 

perbankan juga terkena dampaknya dimana fungsi intermediasi tidak 

berjalan lancar dengan normal.5 

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan usaha penggabungan dengan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang memuat perizinan yang 

terkait. Sesuai dengan yang diminta untuk menerbitkan sumber yang 

4 Sudartono dan Anfatul Hanim, evaluasi kesiapan UKM menyongsong pasar bebas 

asean (AFTA): analisa persepektif dan tinjauan teoritis. jurnal ekonomi akuntansi dan 

manajemen, vol 1 no 2 desember 2002, hal.1. 
5 Ryan Kiryabto, Langkah Trobosan Ekspansi Kredit, Jurnal Hukum Bisnis 2007, 

h. 6
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memfasilitasi dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank / nonbank, 

memperbanyak lembaga pendanaan dan memperbarui jaringannya, 

menyediakan kemudahan dalam memperoleh persetujuan, dan membantu 

UMKM mendapatkan dana dan produk keuangan lainnya dengan Jaminan 

pemerintah. 

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu 

mengatasi kekurangan Akses UMKM untuk memperoleh kredit / 

pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 

tahun 2007. Dalam kurun waktu 2007 - 2014, membahas penyaluran KUR 

sesuai target yang disetuhui pemerintah.6

Pengertian kredit sendiri merupakan fasilitas keuangan yang 

memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk 

membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka aktu yang 

ditentukan dengan pengambilan keuntungan pertahun. Berdasarkan 

Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ata kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya seteah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, 

dan Pegadaian.7

Akibat dari pemahaman diatas kalangan masyarakat pada umumnya 

mengaitkan kata kredit dengan bunga, namun beda hal nya dengan kredit 

syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR, bank-bank Syariah 

menggunakan akad murabahah. Hampir semua bank syariah di dunia 

didominasi dengan produk pembiayaan murabahah. Transaksi murabahah 

6 http://kur.ekon.go.id/peluang-dan-tantangan-pelaksanaan-kredit-usaha-rakyat. 

Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 20:11 WIB. 
7 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316 diakses pada tanggal 19 

Juni 2020 pukul 20:57. 

http://kur.ekon.go.id/peluang-dan-tantangan-pelaksanaan-kredit-usaha-rakyat
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316


5 

ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara 

sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang 

tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.8 

Akad menjadi hal yang paling penting dalam setiap transaksi 

perbankan syariah. Karena dalam akad memiliki makna khusus, yaitu ijab 

dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad 

(ma‟qud alaihi).9 Sehingga dengan adanya kejelasan akad, maka transaksi 

yang ada di perbankan syariah terhindar dari praktik ribawi. 

Ada banyak akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam 

menjalankan aktivitas bisnis nya, dimulai dengan akad mudharabah, 

murabahah, salam, istisna, rahn, kafalah, ijarah, dan lain sebagainya. Dari 

beberapa akad yang disebutkan, akad murabahah menjadi salah satu akad 

yang sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah. Karena dengan 

menggunakan akad murabahah, nasabah merasa aman dan memiliki 

kepastian besarnya pembayaran setiap bulan, hingga hutang yang dimiliki 

lunas. Berikut adalah ayat menganai murabahah: 

ارَةً عَنْ   وْنَ تِجَ
ُ
نْ تَك

َ
آْ ا

َّ
بَاطِلِ اِل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وْْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
يٰٓا

مْ رَحِيْمًا 
ُ
انَ بِك

َ
َ ك مْۗ  اِنَّ اللّٰه

ُ
نْفُسَك

َ
وْْٓا ا

ُ
ا تَقْتُل

َ
مْۗ  وَل

ُ
نْك  تَرَاضٍ م ِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 

8 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: IIIT 

Indonesia, 2003), hlm. 161. 
9 M. Cholis Nafis, “Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah” dalam H. M. 

Atho Muzhar, dkk (ed), Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan 

Perundang-undangan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2012, hal. 316. 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

KUR mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil. 

Dengan pembiayaan tersebut diharapkan dapat menanggulangi 

permasalahan di Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan 

pengangguran. Serta menjadikan masyarakat lebih kompetitif untuk 

mengembangkan usahanya sehingga akan muncul banyak kesempatan 

kerja. 

Dalam kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah atau yang sering 

disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam 

pembiayaan adalah akad Murabahah. Akad Murabahah yaitu akad jual beli 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara 

pihak bank dan nasabah. Dalam akad Murabahah penjual menyebutkan 

harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas 

laba dalam jumlah tertentu.10 Praktek perbankan syari’ah saat ini masih 

sangat didominasi oleh produk murabahah. 

KUR syariah dalam perhitungan bisnis sama dengan KUR 

konvensional dengan margin 9%. Dalam KUR syariah ini menggunakan 

akad Murabahah, dimana pada awalnya mengambil keuntungan 7% 

menjadi 6%,11 meski KUR syariah keuntungannya sangat kecil, tetapi ada 

beberapa catatan yang perlu dikaji secara keseluruhan dan sangat penting 

selektifitas dan pengawasan dalam penyaluran KUR tersebut. Jangan sampai 

KUR didistribusikan untuk hal hal yang tidak produktif. Maka pengawasan 

terhadap penyaluran KUR harus benar-benar selektif. 

Dengan demikian, urgensi fatwa dalam aktifitas lembaga keuangan 

10 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonesia), 

hal. 62. 
11 https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun- 2020 

diakses pada tanggal 09 Agustus 2020 pukul 11:17. 

https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-
https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020
https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020
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syariah, khusus nya perbankan syariah mejadi sebuah keharusan. Apalagi 

bila dilihat kompleksiitas permasalahan dalam kegiatan ekonomi dan 

keuangan modern saat ini, yang memerlukan penjelasan dari sisi syariah 

agar tidak bertabrakan dengan ketentuan syariah. Maka kehadiran fatwa 

akan menjadi landasan utama yang akan diikuti oleh pelaku bisnis keuangan 

yang ada di Indonesia. Karena keberadaan fatwa ialah untuk menghindari 

adanya kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi, segi syariah 

ataupun lainnya. Sehingga keberadaan transaksi di perbankan ysriah 

mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan syariah. 

Berdasarkan petunjuk penerapan KUR Ketentuan fatwa  DSN MUI 

No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro yang menjadi 

acuan penerapan prinsip syariah pada LKS yaitu fatwa DSN-MUI hanya 

saja fatwa DSN-MUI sangat beragam, mulai dari muamalah bil wakalah, 

muamalah dengan uang muka, diskon dalam murabahah, tentang sanksi, 

potongan pelunasan, potongan  penyelesaian tagihan sampai akad jual beli 

murabahah. Dan bank BRI Syariah adalah satu-satunya bank syariah yang 

sudah menjalankan program KUR ini 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa akad 

murabahah pada program KUR di BRI Syariah. Oleh karena itu penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisa Akad 

Murabahah pada Program Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI 

Syariah”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kendala dalam mengatur keuangannya baik itu faktor pribadi maupun

dalam pengembalian cicilan.
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2. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melakukan prosedur

pemberian KUR.

3. Implementasi akad murabahah pada kredit usaha rakyat apakah sudah

sesuai fatwa.

4. Kelayakan KUR pada para pelaku UMKM.

5. kelayakan pembiayaan yang sulit untuk dipenuhi adalah agunan atau

collateral.

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah penelitian ini tidak meluas dan harus berfokus pada 

tujuan, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga akan 

menghasikan analisa yang baik. Batasan masalah yang diambil penulis 

mengenai “Analisa Akad Murabahah Pada Program Kredit Usaha 

Rakyat di Bank BRI Syariah’’. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Mekanisme KUR di BRI Syariah.

2. Analisa fatwa murabahah pada KUR di BRI Syariah.

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui bagaiman analisa fatwa murabhah pada KUR di Bank

BRI Syariah.

2. Ingin mengetahui mekanisme KUR di Bank BRI    Syariah.

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi semua pihak, baik pribadi maupun masyarakat dan mempunyai 

manfaat yang baik di lembaga syariah kedepannya. Dalam penelitian ini, 

manfaat penelitian yang digunakan meliputi manfaat dari segi teoritis dan 

segi praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang 

penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus nya dibidang 

KUR hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh para 

akademisi sebagai referensi  kepustakaan. 

2. Secara Praktis

a. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hasil

penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam

rangka meningkatkan pendapatan melalui pinjaman kredit.

b. Bagi bank indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
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bahan masukan bagi Bank yang ada di dalam meningkatkan 

pelayanan bagi para nasabah. 

c. Bagi masyarakat, sebagai informasi tambahan yang dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan permintaan kredit dalam hal pembiayaan pada Bank

Rakyat Indonesia.

G. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan 

topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga 

tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut penulis menemukan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini: 

1. Penelitian Anya Kurniadi Putri, jurusan Konsentrasi Manajemen

Lembaga Keuangan islam, fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Juni Ciputat 2017. “Analisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat

(KUR) pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Syariah kantor cabang

BSD city” skripsi ini membahas tentang kelayakan pembiayaaan KUR,

mengetahui prosedur pembiayaan produk KUR di Bank BRI syariah

cabang BSD city dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

pemberian kredit usaha rakyat ini serta tindakan dari bank BRI cabang

BSD city dalam mengatasinya. Adapun persamaannya penulis juga

membahas mengenai prosedur pemberian kredit atau pembiayaan.

Perbedaannya penulis lebih fokus pada mekanisme pembiayaan KUR

syariah mulai dari pra akad hingga berakhirnya akad dengan menjadikan

penelitian Anya Kurniadi sebagai salah satu contoh penerapan KUR di

Bank BRI Syariah.

2. Penelitian Mega Dhaniswara Arifa, jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menulis
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judul penelitian tentang “Analisis Prosedur Pembarian Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan sistem pengawasannya oleh PT. BANK RAKYAT 

INDONESIA (BRI) unit ciputat pada usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur 

pemberian KUR pada Usaha UMKM dan sistem pengawasannya    oleh    

Bank     BRI     unit     Ciputat. Subjek penelitian ini adalah staf bagian 

pelayanan KUR dan nasabah debitur kredit di BRI unit Ciputat. Objek 

penelitiannya adalah analisis prosedur pemberian KUR dan sistem 

pengawasannya oleh Bank BRI unit Ciputat pada UMKM. Persamaan 

yang terdapat pada penelitian ini sama- sama meneliti prosedur 

pemberian KUR, perbedaannya lebih fokus pada mekanisme pembiayan 

KUR di Bank BRI Syariah. 

3. Penelitian Usman Fauzi, jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah dan

Fakultas Syariah dan Hukum, ciputat Desember 2009. menulis judul

penelitian tentang “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Menengah & Koprasi Melalui Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank

BUKOPIN cabang Kota Bekasi” penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana strategi yang digunakan PT. Bank Bukopin

Cabang  Kota Bekasi dalam rangka mengembangkan usaha mikro kecil

menengah dan koprasi melalui KUR dan mengetahui mekanisme dan

realisasi program KUR di PT. Bank Bukopin. Sedangkan dalam

penelitian ini lebih berfokus pada tatanan hukum islam.

4. Penelitian Windi Maulidina Lestari, jurusan Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018 menulis judul

penelitian tentang “Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada

Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Di Bank BRI

Syariah KCP Majalaya” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad

murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan KUR, Dalam
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melaksanakan akad murabahah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

ini, bank melakukan transaksi murabahah bersamaan dengan akad 

wakalah. Akad murabahah terjadi ketika bank menyerahkan uang 

kepada nasabah dan objek yang diperjual belikannya adalah barang 

jaminan dari nasabah. Perbedaan dengan penelitian ini lebih berfokus 

pada anlisa akad-akad murabahah yang menjadi acuan dalam program 

KUR di LKS. 

H. Sistematika Penulisan 

untuk memudahkan dalam proposal skripsi ini, penulis menyusun 

sistematika penulisan kedalam lima bab. Dimana setiap Bab terdiri dari 

sub-sub Bab tersendiri. Agar pembaca dapat memahami uraian selanjutnya, 

maka penulis mensistematika pembahasan ke dalam bab-bab sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Hasil Penelitian yang Relevan, Metodologi 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Kajian Teori 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah. Bab ini 

meliputi Pengertian murabahah, landasan hukum 

murabahah, Pengertian hukum dan hukum islam 

(Pengertian Syariah, Syariat, Fiqih Qanun, Perpu, Peraturan 

Bank Indonesia). 

Bab III Metode Penelitian  

Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah. Bab ini 
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membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bab ini 

membahas tentang awal mula program KUR hingga 

diterapkan dilembaga keuangan KUR konvensional dan 

KUR syariah di Bank BRI syariah. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan Mekanisme pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah dan Analisa 

fatwa murabahah pada KUR di BRI Syariah 

Bab V Penutup 

Menjawab rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan mengenai analisa akad murabahah dalam 

pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) BRI syariah dan pelaksanaannya 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembiayaan KUR pada BRI Syariah ada lima tahapan,

yaitu: pertama, tahap sales yang dilakukan oleh Account Offier Micro.

Kedua, tahap analisis pembiayaan. Dalam tahap ini BRI Syariah

menggunakan analisis 5C.

2. Pelaksanaan pembiayaan KUR Bank BRI syariah dan BRI syariah

menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli (ba‟i) antara bank

dengan nasabah dan pihak bank dapat mengambil keuntungan dari jual

beli tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara

kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah.

3. Kredit usaha rakyat (KUR) adalah merupakan salah satu usaha

pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, membuka peluang

lapangan pekerjaan dan peluasan bisnis melalui UMKM dengan cara

memberikan fasilitas pembiayaan dengan margin rendah dan

persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang

baik namun belum bankable.

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, serta penelitian yang telah 

dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara keseluruhan telah

terlaksana secara efektif, oleh karena itu sebaiknya tetap dipertahankan

87
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serta lebih di tingkatkan lagi agar kedepannya dapat berjalan dengan 

lebih optimal, sehingga program ini dapat terus bermanfaat bagi usaha 

mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan modal serta pengembangan 

usaha, serta mampu meningkatkan profit atau keuntungan yang mereka 

peroleh dari hasil usaha yang dijalankan. 

2. Dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja,

melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang

bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan

ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang

bebas riba.

3. Bank BRI Syariah hendaknya selalu mematuhi prinsip akad Murabahah

dalam penerapan pembiayaan mikro.

88
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